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NTAN B

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Menimbang

Mengingat

MELALUI PENYEDIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa  pengadaan  jasa  konstruksi  yang
dilaksanakan secara kompetitif dan memenuhi
ketentuan pengadaan  yang  dipersyaratkan,
mempunyal peran penting bagi ketersediaan
infrastruktur yang berkualitas;

bahwa dalam rangka pengadaan jasa
konstruksi, diperlukan upaya untuk mewujudkan
pengadaan yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta
adanya peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan
menengah;

bahwa agar pelaksanaan pengadaan jasa
konstruksi melalui penyedia di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat
memenuhi nilai manfaat yang sebesar ~ besarnya
guna  peningkatan pelayanan publik dan
pengembangan  perekonomian, perlu diatur
pedoman  pelaksanaannya dalam  Peraturan
Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huwuf b dan huraf c,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi
Melalui Penyedia di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahurl 1956 tentang"-i-_f
Pembentukan: Daerah-Daerah Otonom Provinsi =~ = =
Kalimantan Barat; Kahmantan Selatan dan:_:}'_f-.'-'f';

Kalimantan Timur (Lembaran Negala Repubhk‘fj_.gfff-
Indonesia’ Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan:"'_'sz_"'::.-'3_'_[ g
Lembaran . Negara Repubhk Indonema Nomor:'_':_"'.’jfjf
Undang -Undang Noémor 23 "I‘ahun 2014 tentang*}f-_;._'.g'_.'f_ $
Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik
Indonesia . Tahun - 2014 Noinor 244 Tarﬂbahanz-_":.
Lembarem Negaza Repubhk Indonesza Nomor 5587)'
sebaga1mana telah beberapa kah d:iubah cian:_.__ SR
terakhir ‘dengan Undang-Undang Nomor 9:Tahun = .
2015 tentang - Perubahan - Kedua atas Undang--ff
Undang - Nomor 23 . Tahun 2014 tentang:__:__,-
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhkj_’---._t,_i
Indonesia- Tahun 2015 Nomor ' 58; ’I‘ambahanf i
Lembarail Negar& Repubhk. Indonesna Nomor 567 9), o |

Undang»Undang Nomm 2 Ts.hun 2017 tf:nta;ag
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Repubhk:
Indonesia Tahun 2017 Noiior " 11, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk: Indonema Nomor 6018)""

Undang- Undang Nomor 11 "I‘ahun 2020_ tentaﬁg
Cipta Kerja (Lembaran Negara Repu
Indonesia’ “Tahun 2@20 Nomor 245 tambahanﬂ.f
lembaran niegara’ 6573 :

Peraturan Pemerzntah Nomor 22 Tahun.  - 2020
tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang#Undang
Nomor 2 Tahun - 2()},’7 tenamg jasa konstruksi
(Lembaran Negara Repubhk Iﬂdonesm Tahun 2020

Nomor 107});

Peraturan PreSIden Nomor 16 Tahun'
tentang Pengadaan Barang/ Jasa - Pemermtah;’:;
(L&mbaran Negara Repubhk 1ndones1a Tahun 2018:.“
Nomor 33);

Peraturan®  Menteri - Pekerjaan Umum _ .
Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 12020 tentan;
Standar dan Pedoman: Pengadaan Jasa ;_-Konstml{srl
Melalui Penyedza (Berita Negara Repubhk Indonesxa
Tahun- 2020 ‘Nomor 483) SRR e e
Peraturan ‘Lembaga | Kebljakan - Pengadaan
Barang/. Jasa Pemerintah: Nomor: G ’Tahun 2018
tentang  Pedoman Pelakqanaan _'i-?'Pengadaan
Barang/Jasa Melalm ‘Penyedia {Ben a 'Negara
Repubhk Incionesza Tahun 2018 Nomor 762
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Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor S 40 i

Tahun 2017 tentang Pendaftaran Wajib  Pajalk

Cabang Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha-";' - s
Dan/Atau - Pekerjaan Di Kalimantan Barat (Berita e
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun '“’017_- o

Nomor 49); o
Peraturan Gubernur Nomor 100 -__’_I‘ahtin' _'2016 :

tentang Kedudukan, Susunan Orgariisasi, Tugas L

dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas,--Pekerjaan_'

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan . . -
Barat. (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat -~ .
Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana. telah diubah - = o
beberapa kali dan  terakhir dengan: - Pera‘turan’-._: R
Gubernur Nomor 73 = Tahun 2019 tentang-
perubahan kedua atas Peraturan: Gubemur Nomor . =
100 Tahun 2016 tentang. kedudukan;, Susunan = =
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata. kerga Dinas: -
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Barat  (Berita  Daerah vamm RN B

Kalimantan Barat Tahun 2019 Nornor 73);

Peraturan. Gubernur - Nomor 122 “Tahun 2020
tentang = Pedoman Pengadaan Balang/Jasa_:."_ S
Pemerintah dﬂmgkungan Pemeuntah SProvinsi o
Kalimantan  Barat (Benta ‘Daerah Provmssz-
Kalimantan Barat Tahun. 2020 Nomor 122y
sebagaimana telah - diubah - denga;ﬂ Peraturan-}
Gubernur - Nomor =~ 148  Tahun 2020 tentang o
Perubahan “atas’ Peraturan Gubernur Nomor 122~ -
Tahun = 2020 tentang Pedomaﬁ E Pengadaan
Barang/Jasa _ Pemerintah dﬂmgkungan_f.'-_}_ RenE s
Pemerintahan Provirisi Kahmantan Barat (Berita = -
Daerah Provinsi Kahman‘tan Barat Tahun 2020'{?'_-}j_;-._-i'g__:_

Nomor 148};

MEMUTUSI{AN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I |
KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengaﬁ
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. '

2. Pemerintah Daersh adalah = Gubernur sebagaz unsur. penyelenggara ';_
Daerah yang memimpin pelaksanaan surusan

Pemerintahan g
pemerintahan yang men;ada kewenangan Daerah Provmsl Kahmaﬁian__ G

Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan .Ba;rat'. o
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Biro adalah Biro Pengadean Barang dan Jasa Sekretariat Daerah _
Provinsi Kalimantan Barat, selaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. S

Provinsi Kalimantan Barat. :
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dﬂmgkungan Pemerm‘tah
Provinsi Kalimantan Barat. o
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah vyang Seianjutnya ' dzcebut
Pengadaan adalah Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang-
dibiayai Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah  Provinsi yang -

diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah ierima hasﬁ'_ o e

pekerjaan.

Pengguna Anggaran yang selanjuinya disingkat PA adalah pejabai,_f: _- S
pemegang kewenarngan penggunaan anggaran untuk” melaksanakan* o

tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya d1smgkat KPA - adalah":' '_ ) g
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangaﬁ SETEI
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungszj

SKPD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya. disingkat PPK adalah._"' S S
pejabat vang diberi kewenangan oleh PA/KPA . unwk mengambﬂf:.y-]_: DR
keputusan dan/atau melakukan - tindakan yang ; dapat AT

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kahmantaﬂ Barat yang._:_:.___:'-_ e
selanjutnya disingkat UKPBJ Provinsi Kalimantan Barat adalah anit oo
kerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menjadl pusat-_.__' RIS ESE

keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemlllha_n
adalah sumberdaya manusia yang ditetapkan “oleh Kepala ero_-- SN

Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengelola pemihhan Penyedla

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Kalimantan Baratyang -
selanjutnya disebut LPSE Provinsi Kalbar adalah layanan’ pengelolaan}l_i SR IR
teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan ‘pengadaan- .
barang/jasa secara elektronik di bawah Biro Pengadaan Baran.g dan-f.-f Ea e

Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Pelaku  Pengadaan  Barang/Jasa adaiah Pelaku - Pengadaan E B
Barang/Jasa vang terdiri atas PA, KPA, PPK, Pegaba‘i: Pengadaaﬁ Pokja .o
Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia .~ =
Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia: . ©- 0
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,-'-_j-_"_-_' L
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan ‘badan’ hukum yang: o o
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan c‘iaiam wilayah
hukum negara Repubhk Indonesia, baik sendiri maupun bersama—_-”-_'
sama melalui perjanjian menyelenggarakan - kegzatan usaha dalam-‘::'_:j.-_-.

berbagai bidang ekonomi.

Pengguna Jasa adalah Pemilik atau Pemberz Pekergaan yang
menggunakan layanan jasa konstruksi yang. dapat berupa Pengguna},_'__j-. R

Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komltmen

Penyedia Jasa Kontruksi yang selanjutnya disebut P@nye dia’ adalah

Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan konirak :

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksx dan /atau' Sl

Pekerjaan Konstruksi.

KARO PERANGEAT DARRAR
HURUM PEMRARAREA

T T T2

o

ASISTEN 1 | ®EEDA - |




18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

- S -
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegla‘tan yang':

meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran e =

dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseiumhan atau | .

sebagian kegiatan yang mehputl pengkajian, perencanaan; perancangam '

pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstmks; Suatu_j'_:__' P

bangunan.

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang dltetapkaﬁ oleh Pejabat, _
Pengadaan atau Pokja Pemilihan yang memuat “informasi dan. . - - :
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam permhhan; o SR

Penyedia.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya dismgka‘t HPS adalah". Ere
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. '

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedla Jasa'__ " :" =

Konsultansi Konstruksi.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedla:,:_;:_ 5

Pekerjaan Konstruksi.

Kerja Sama Operasi yang selanjutnya dlsmgkat KSO adalah kerja sama S
usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, =
kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan Pel‘Jan_;ian.;:i- S

tertulis,

Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegzatan dalam Csuatu e
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh. terbesar_-'__ D B
dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesa,lan pekerjaan‘fi_- ST
konstruksi dan secara langsung rnenungang terwujudnya .dan . -
berfungsinya suatu konstruksi sesuai pemnmkannya sebagajmana

tercanturn dalam Rancangan kontrak.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagzan pekergaa,n ROBEE Br:
utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang dltetapkan'_"-_'- TR Far
sebagaimana  tercantum  dalam  Dokumen - Pemilihan = yang
pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedza 1311‘1 (subpenyedm) dan':ﬁi_ R E

disetujui terlebih dahulu oleh Pengguna Jasa.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya dzsmgkat KS adalah -
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan SRR RTE
kesehatan Tenaga Kerja melalui usaha pencegahan kecelakaaﬁ ker_]a:____';_ SRR

dan penyakit akibat kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan Kerja yang seianjutnya dlSlngkat"-" 1'-__:'_;”_':} 5 |
"SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan: . .
Konstruksi dalam rangka menjamin terwugudnya Keselamatan o

Konstrulksi.

Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan ketekmkan untuk-,. EYIE RS
mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam- mewujudkan pemenuhan ETIIERS EED

standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan . keberlanjutan yang =
menjamin keselamatan keteknikan = konstruksi; keselamatan : dan":'_'_- R

kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan hngkunvan

Petugas Keselamatan Konstruksi adalah ~ orang atau’ petugag_.g;- R

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstmkszt yang memiliki

sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangari Keselamatan:;i S e '.f.:;

Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatﬁ = :
dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang = =
yang mengacu Standar Kompetensi Kerja - Nas:xonai Indonema dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi adalah tenaga
ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan
dan mengevaluasi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMKK) yang
dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan
oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang
mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang
dilaksanakan di UKPBJ Provinsi Kalimantan Barat dan menggunakan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tujuan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui
Penyedia yaitu :

a. sebagai pedoman  penyusunan Dokumen  Pemilihan Jasa

Konstruksi berdasarkan nilai paket di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat; dan

b.upaya peningkatan peran serta usaha kecil dan menengah
sebagai Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

BAB II
PERSYARATAN
Bagian Kesatu

Pemaketan

Pasal 3

Pemaketan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan berdasalkan ketentuan

sebagai berikut :

a. nilai HPS sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua mﬂ;ar hma ratus_..' : |
Jjuta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedza Pekexjaan Konstruk.sz.y'_: R

dengan kualifikasi usaha kecil;
b. nilai HPS di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta

rupieh) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar -
rupiah} disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerj;aan Konstmksr o

dengan kualifikasi usaha menengah;

c. nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima. puluh m111ar_ mplah)'_.'::: L
sampai dengan Rpl100.000.000.000,00 (seratus = miliar ‘rupiah) - =
disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan . Konstruksi dengan. o

kualifikasi usaha besar non badan usaha milik negara; atau

d.nilai HPS di atas Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) -~

disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruks:t dengan
kualifikasi usaha besar. .

RARO PERANGEAT DARRAR
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Bagian Kedua
Kewajiban KSO dan Subkontrak

Pasal 4
Pelaku Usaha/Perusahaan nonkecil luar daerah yang mengikuti

pengadaan Jasa Konstruksi wajib melakukan Kemitraan dalam bentuk
KSO dengan Pelaku Usaha/Perusahaan didaerah.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dipimpin oleh Pelaku
Usaha Daerah jika terdapat Pelaku Usaha Daerah yang memenuhi
persyaratan kualifikasi.

KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan
ketentuan :

a. pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belan_;a:'- e

Daerah; dan _
b. pekerjaan Konstruksi yang mempunyai kriteria berisiko lkecil sampai -

dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan - o

berbiaya kecil sampai dengan sedang.

Pasal 5

Penyedia yang berbentuk badan usaha dapat melaksanakan KSO dengan ] _

ketentuan :
a. terdiri atas perusahaan nasional;
b. dilakukan sebelum memasukkan Dokumen Penawaran; dan

¢. KSO dilakukan untuk memenuhi jenis pekerjaan yang dltenderkan SERRE I

berupa :

1. penyedia jasa konstruksi umum (general);
2. spesialis;

3. mekanikal/ elektrikal; dan/atau

4. keterampilan tertentu.

KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ciilaksanakan"deﬁg_aﬁ_ R

ketentuan :
a. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar

b. memiliki kualifikasi usaha menengah dengan . kuahkaasa usaha. : RN

menengah;

c. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah e

atau
d. memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha lcecﬂ

oleh:

a. penyedia dengan kualifikasi usaha besar dengan kuahﬁl«:asz usaha o

kecil; dan

b. penyedia dengan kualifikasi usaha kecil dengan kuahﬁkasz usaha"

kecil.

Dalam melaksanakan KSO sebagaimana dimaksud pada'éya{ 2), salah

satu badan usaha anggota KSO harus menjadi leadfirm.

EARG PERANGEAT DAERAN | ) ooomn ¢ —
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(5) Leadfirm KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki
kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO
dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh
persen).

(6) Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak
3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO; dan

b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5
(lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.

(7} Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

a. pelaksanaan kontrak;

b. kesesuaian kualitas barang/jasa;

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

d. ketepatan waktu penyerahan;

e. ketepatan tempat penyerahan; dan

f. penerapan keselamatan konstruksi.

Pasal 6
(1) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan terdiri atas :
a. sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabﬂa
telah tersedia penyedia jasa spesialis); dan
b. sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia
jasa Usaha Kecil.

(2) Pekerjaan spesialis adalah pekerjaan konstruksi dengan klasifikasi 5
usaha selain klasifikasi usaha bangunan gedung dan klaszfakasz usaha -
bangunan sipil.

(3) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi ketentua.n .
sebagai berikut:

a. Paket  pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di  atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampal dengan:. -
Rp50.000.000.000,00  (lima puluh miliar rupiah) ' ‘Wajlb o
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa =
spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis), dan sebagian:. '

pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub- penyeciza jasa -

Usaha Kecil Daerah (kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang:

dimaksud); a

b. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran cdi - -atas

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib: - . .

1. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada’ penyedm" L
jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis) dan'
dalam penawarannya sudah menominasikan penyedia Jasa'-. -
spesialis tersebut; dan

2. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan' pekeijaan'f o
utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil dari lokasi pekerjaan -
provinsi setempat (kecuali tidak tersedia sub- penyedia jasa daerah - -
setempat yang dimaksud), dan dalam penawarannya sudah
menominasikan sub penyedia jasa Usaha Kecil tersebut :

(4) Penyedia tidak mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utama.

(5) Penyedia tidak mensubkontrakkan seluruh pekerjaan yahg bukan'_.'
pekerjaan utama.

HARD FERANGRAT DARRAH | L ooeon o gEEDA |
HUHDM PEMRAKARSA i
R )

T % 172 A

E




-0 -

(6) Penyedia Usaha Kecil tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang d_ipef'o'léh;'
(7) Dalam melaksanakan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PPK menetapkan pekerjaan yang disubkontrakkan dan dicantumkan
dalam Dokumen Pemilihan. ' L

Bagian Ketiga
Keselamatan Konstruksi

Pasal 7 } L

Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi
kecil, sedang, dan besar berdasarkan ketentuan sebagai berikut: -~

a. risikko  keselamatan  konstruksi kecil, mensyaratkan  Petugas
Keselamatan Konstruksi; .

b. risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan Ahli Muda K3

Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli ‘Madya K3 - B

Konstruksi;

c. risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan Ahli Madya K3 Lo
Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Utama K3

Konstruksi.

BAB 11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat. S R

Ditetapkan di Pontianak =~ =
pada tanggal 4 ?sza vart (2O2Y
) GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, £

Diundangkan di Pontianak

e %

pada tanggal 4 febhovnel 7o

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

O
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Bagian Ketiga
Keselamatan Konstruksi
Pasal 7

Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi
kecil, sedang, dan besar berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. risiko  keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas
Keselamatan Konstruksi;

b. risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan Ahli Muda K3
Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Madya K3
Konstruksi;

c. risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan Ahli -Madya KS
Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Utama K3 .
Konstruksi, '

BAB I1I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah =~

Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 4 Februari '2021' : '_ - '
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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT.
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Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4 Februari 2021
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